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Bab I
Pendahuluan

1.1 Pengertian pers, perusahaan pers dan ruang lingkup
Pengertian pers secara garis besar dibagi menjadi dua
yaitu pengertian pers secara sempit dan pengertian secara
luas. Oemar Seno Adji mengatakan bahwa pers secara
serﬁpit seperti diketahui mengandung pikiran , gagasan,
ataupun berita-berita dengan jalan kata tertulis. ' Biasanya
pers dalam arti sempit menurut Made Widyana diartikan
surat kabar majalah dan bulletin kantor-kantor berita?
Lebih lanjut menurut R Soebijakto pers dalam arti sempit
sebagai digambarkan di atas dengan membatasi pada
media komunikasi bersifat umum berupa penerbitan yang
teratur yang secara limitative digunakan alat alat
percetakan .3 Berdasarkan uraian diatas pers dalam arti
sempit itu adalah pers dalam arti segala barang cetakan.
Pers dalam arti luas menurut JCT Simonangkir itu
adalah pers yang mencakup radio, televisi dan film.*
Mengutip pendapat William Ernest Hocking, Within the
term “press” we must include to day all the media of mass
communiction which fashion the thought and felling of people.
Suatu arti luas, yang lebih ditegaskan lagi oleh The
Commision of Freedom the Press kata Comision it will be

1




understood that we are right the term "press” the include all
means of communicating to the newpapers, magazines, or books,
by radip broadcasts, by television, or by filmS atau dapat
diartikan bahwa pers dalam arti luas adalah meliputi
pemberitaan melalui surat kabar, majalah, buku, radio,
televisi dan film. '

Lebih jauh lagi dapat dikatakan bahwa pers dalam arti
sempit itu merupakan manifestasi dari "freedom of press”,
sedangkan pers dalam arti yang luas dari freedom of speech;
dari pada itu "freedom of speech " dan kedua duanya "freedom
of the press" tercakup oleh pengertian “freedom of
ekspression”.¢ Maksudnya jika pers dalam arti sempit itu
adalah kemerdekan terhadap membuat tulisan saja atau
barang cetak atau biasa "druk press" dalam bahasa Belanda.
Sedarigkan pers dalam arti luas disebut sebagai kebebasan
dalam tulisan dan kebebasan berbicara. Sedangkan
pengertian pers menurut Undang undang pokok pers
tidak diartikan secara mandiri, tetapi selalu dikaitkan
dengan pengertian lainnya seperti pers nasional, pers
Pancasila, pers asing walaupun secara harfiyah pasal 3 dan
5 ayat I menggunakan pers saja. Pengertian pers menurut

'Oemar Seno Adji, Mass Medin dan Hukum, 1973, Jakarta, Erlangga
halaman 13. .

21 Made Widyana, Pers nasional dan delik Pers , 1984, Surabaya,
Paramita, halaman 14-15

3R.Soejakto, Delik Pers, Suntu Pengantar /1990, Jakarta in Hill Co. halaman
3

YJCT Simmorangkir, Hukum dan Kebebasan Pers, 1979, Jakarta. Binacipta,
halaman 3.

*I Made Widyana, Pers nasional dan delik Pers , 1984, Surabaya, Paramita”
halaman 14

2

Gandhi terbatas pada media komunikasi masa yang
bersifat umum dan berupa penerbitan yang teratur waktu
terbitnya’ Menurut Pasal I ayat I UU no. ;141‘,)t:ahun 1966
pengertian pefs adalah lembaga kemasyarakatan alz.xt
revolusi yang mempunyai karya sebagai salah satu me.dla
komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerb‘ltan
yang teratur waktu terbitnya, diperlengkapi .a.tau tidak
diperlengkapi dengan alat-alat milik send%rl berupa
percetakan, alat foto, klise, mesin-mesin stensil atau alat
alat teknik Jainnya. ®
Dalam Undang undang pers no 40 tahun 1999, pers
adalah lembaga social dan wahana komunkasi massa ¥ams
melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari,
memperoleh, memilki, menyimpan, m_engolah, dan
meyampaikan informasi baik dalam bentuk tu11§a11 , suara,
gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun
dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak ,
media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. °
Sedang pengertian pers in law atau pellgertialw
perusahaan pers menurut hukum dibagi menjadi dua.
Yang pertama Perusahaan penerbitan atau Code 'of
Publication dan perusahaan pers atau Code of enterp.rzse.
Code of publication atau perusahaan penerbital.l tidak
berhubungan dengan usaha penerbitan dari pers 1@ atau
yang bertanggung jawab mengenai isi tulisan yang dimuat
dalam pers tersebut. Yang termasuk dalam code of

¢ Oemar Seno Adiji,Ibid, hal. 13.
7 Ny ML Gandl]li, Undang Undang Pokok Pers, Proses Pembentukan dan

Penjelasannyan, 1985, Jakarta Rajawali halaman 7
8 JCT Simorangkir, Ibid, hal. 3




Publication atau perusahaan penerbitan adalah pimpinan
redaksi, redaltsi , dan wartawan. penerbitan banyak
berhubungan dengan aspek hukum publik seperti hukum
untuk pertanggungjawaban persnya dan lainnya. . Pada
perusahaan pers atau code of enterprise ini adalah
perusahaan dalam arti manajemen dari pers ity | yang
menjadi unsumya disini adalah direktur, manajer serta
pegawai yang bukan wartawan,. Segala aturan yang
berkenaan dengan perusahaan pers berdasarkan aturan
hukum perdata, hukum pajak. 1

Sedangkan ruang lingkup pers yang akan dibahas
disini adalah pengertian pers, pers, pertangungjawaban
pers , hak tolak dan hak jawab, hak koreksi. , sanksi
Perbandingan antara undang undang tahun1946, Undang

undang tahun 1966 ,Undang—undang 1982 dan Undang-
undang tahun 1999 tentang pers.

1.2 Fungsi Pers

Mengenai fungsi pers ini ada beberapa versi , Ini
karena undang undang yang dibahas berbeda maka kami
menemukan beberpa variasi yang sebenarnya pada
umumnya sebagi alat komunikasi antara penulis dengan
pembaca. Lebih lanjut dalam pendapat Oemar Seno Adji
fungsi pers ada 4 yaitu pers berfungsi ; sebagai Kritik dan
kontrol, sebagai barometer, sebagai petunjuk, sebagai
pengontrol. " Fungsi pers tersebut diatas dipengaruhi oleh

—_— e ey T 5,

* Hinca 1P Panjaitan, Undang undang pers 1.ex Secilais, menyelesaikan
masalah akibat pemberitaan pers, 2004, Jakarta, Badan Hukum dan
advokasi Kemerdekaan Pers . halaman 7

" Oemar Senno Adji, Op.Cit, hal.11-12

4

keadaan sosial budaya, politik dan ekonomi pada saat itu

sehingga semakin lama akan berubah menurut tuntuan

]ama;ei:)erti yang disebutkan dalam UU no 11 tah.L;n 1966

tentang pokok pers yang dikutip dalam Made Widyana ,

ional berfungsi sebagai : -

}1).e raslzta;emasyarakaf pendorong dan pemupgk qaya p1k11r
kritis dan kontruktif progresif' meliputi seglc: i
perwujudan kehidupan dan penghidupan masyaraka

ia.

2 :zk()i:glzeispenyebar informasi yang o}?yek.tif 1rnenyi1.u'rkaasni
aspirasi rakyat, meluaskan komunikasi dan p‘a1l isip
masyarakat serta melakukan kontrol social yang

ikatif. 12
k;rlzil;llk pers setelah reformasi berubah kembali ka;ena
mempunyai makna yang lebih luas. Dalam L;n tla:;ﬁ
undang No 40 tahun 1999 tentang pers, yang menyebu el

ada lima fungsi pers berdasarkan pasal’o" ayat L 4a112 yai t

1. berfungsi sebagai media komunikasi, manusia 1I.1enT1ruk
aristoteles adalah zoon politicon artinya manusia tida
dapat hidup sendiri. Manusia bermasyarakat ’Fentunya
melalui komunikasi antar satu dengan yang lalln. Salah
satu cara berkomunikasi adalah dengan media mas%l,

yang menghubungkan komunikasi antara penulis
asyarakat. .

. :ee:?fi?\g;lse};agai media Hiburan, di.samping itu medla;
masa sebagai salah satu alternatif hiburan Yee dapé

dinikmati oeh masyarakat , Baik pers dalam arti sempit

1 1
maupun pers dalam arti luas.

] ] 2SI, , Media Saran
"Andi Hamzah, Delik Del%'k Pers di Indonesia, 1987, Jakarta :




3. berfungsi sebagai media pendidikan, jaman sekarang

Kj;ils?ff:iil Tz;ag lgiiirrjnafsi. TRt ]Ohl.i Nisbit , beberapa konsep . Konsep kebebasan per m;vl sanga’;

dengar atau dilih:qt Ctentl: ormast yang setiap hari di berhubungan pada hubungan pers yang ada: f:nu.ru

T e L 'u.il;yetl melalul. media pers. Altchull 15‘s‘et1’d‘a1’<'nya a(.fla 4.mod'e1 hubunganﬁp.eys“ya‘ltu.

R e g pendidkfmyc; a sec‘ara tidak langsung 1. pola pe]abgt,‘Is1 medle pers dlafru.r ol.eh Undang Undang,
an  secara informal, sehingga peraturan atau dekrit- Pola ini ditemukan di negara

engetahuse
fn ;:iglzt;iﬁ;;n masyarakat dapat bertambah melalui
4. Berfungsi sebagai media kontrol social. Fungsi ini per
dapat mengontrol segala kebijakan pemerintah sebz S
salah satu bagian dari masyarakan agar pelrlrlerintahgal
yang sedang berjalan dapat menjadi lebih baik Seﬁ:n
menkritik atau mengkontrol harus konstruktif s.ifatn z
dan memberikan way out terhadap permasalahay
demikian menurut Roeslan Abdul Ganie.13 .
5. Berfungsi sebagai lembaga ekonomi., dalam kaitannva
denga.n fungsi ekonomi , perusahaaan pers dikelo)lfa
sesu.al dengan prinsip ekonomi, agar kualitas d
kesejahteraan para wartawan dan karyawarman
semakin meningkat dengan tidak meninggalkzz

kewajiban sosialnya.
1.3 Kebebasan Pers

y K(lebebasan B sesungguhnya manifestasi dari freedom
of th press. Pencerminan. Kebebasan pers pada umunya ada

Perss. Hal. 4-5 ]
12 I Made Wiryawan, Pefys nasiona
, Per sional dan delik
Paramita, halaman 18- 19 R
13 Oemar Seno Adji, Op.cit. hal. 76
"* Hinca IP Panjaitan, Loc.op.cit. hal. 9.

6

negara sosalis-komunis.atau di negara otoriter atau
semi otoriter. Pers tidak mempunyai kebebasan hanya
menjadi corong dari pemerintahan hampir semua berita
disensor oleh pemerintah, sehingga wartawan nyaris
tidak dapat menyapaikan berita actual dan factual lebih
cepat. Pembatasan semacam ini karena adanya
anggapan bahwa pers bisa menyebarkan berita yang
membahayakan stabilitas

_Pola Komersial , media sangat dipengaruhi oleh

pemasangan  iklan. Sehingga insan pers dapat
menikmati kebebasan pets itu sendiri. Pola semacam ini
terjadi di negara-negara liberalis. Kebebasan pers di
sisni tidak tak terbatas, hanya saja pemerintah
mempunyai peran yang kecil di dalam pembatasan
pers. Sedangkan yang membatasi dari kebebasan pers
ini adalah kekuatan komersialyaitu konsumen yang
disebut commercial forces. Sehingga pers banyak
ditekan oleh pembayar pajak financier, paymaster yang
tidak mengizinkan pemberitaan sesuatu yang dapat

merugikan mereka.

. Pola Kepentingan pola ini menggambarkan

kepentingan perusahaan, partai politik, serikat buruh ,
organisasi keagamaan dan lain lain. Jadi pers seolah
olah menjadi corong dari para pihak yang
berkepentingan  terutama untuk  mempengaruhi

7




masyarakat dalam menilaj suatu peristiwa (public

gara yang

opinion). Pola inj banyak berkembang di ne

otoriter maupun negara yang demokratis,
Pola Informal , Ppada pola ini

menggambarkan
kepentingan keluaraga, teman atau kelompok lobby.

Kebebasan pers pada pola inj hanya sebatas
kepentingan apa yang ingin disampaikan kepada
masyarakat untuk mendukung keiompoknya.
S€macam ini sangat berhubungan dengan segmen socia]
yang lebih kecil dibanding dengan pola sebelumnya.
Jika kebebasan pers pada umumnya berdasarkan pola
diatas, maka bagaimana dengan kebeb
di Indonesia? Kebebasan /kemerdekaan per di indonesia.
Secara harfiah tidak ditemukan dalam Undang undang
Dasar 1945 tetapi akar nya secara tersirat merupakan
bagtan  darj kalimat kemerdekaan mengeluarkan
penafsiran dan lisan dan tulisan.1s Kemerdekaan pers
seperti disebutkan dalam bab sebelumnya yaitu "freedom
of press and speech” dalam arti luas dan "freedom of press"
dalam arti sempit. Dalam literature hukum Indonesia kita
konstatir pemakajan istilah pers diging kebebasan pers.
Penulis yang  satu Sepertinya  agak condong
mempergunakan kemerdekaan pers. Ada kalanya penulis
yang lain menggunakan istilah kemerdekaan
kebebasan pers. Tetapi seolah olah

— LT U3l

15 Tjipta Lesmana, Pencemaran Nama Baik dan Kebebasar Pers, antara
Indonesia dan Anmerila,2005, Jakarta Erwin-Rika Press,

16 Krisna Harahap, Pnsng Surut Kemerdekaan Pers di Indonesig ,2003,
Bandung, Grafiti, Halaman 21,

Z]CT Simorangkir, Op.cit, hal. 89
8

Pers

asan pers yang ada

atau
kedua kata ity

identik, dan tidak ada bedanya. Dari

dianfig afn;agialleila;d:;hadap tiga buku yan;g7 membahas
o k};bebasan pers lebih banyak dlg.una‘kan e
perSM nurut Purwadarminta yang dikutip da an; i
sar I(;ahasa Indonesia bebas : lepas sama s.eka i (b b;s
?ef:lang tergantung dan sebaliknya sehmgga1 11 aS;

. / ‘ baginya, dengan Ile
i = beﬂ;z:lia Cfceilcli‘lak Sedipirir):tahkan atau. sanga’F
e+~ 'mean lain. ) Kesimpulan dari ural'an tadi
W ooy ergeka lebih mendekatkan diri pada
e mda.n mengkaitkan istilah bebas pada pers
keta?al;iegai?;basan pers disamping kermerdekaan
menja

ia.18 ‘ . .
Indol?/f;izrut ketapan MPR seperti pada butir d TAPMP

i v/
edaksi TAP MPR no.

. IV /1978 yang sama dengau'i z : i
11\I9CE)§3I ’ce/rnyatay menggunakan istilah " kebebasan 113\6;(1)511
Demikianpula dengan Undang-undang pokok pegij nO.ZI
t :1 1966 yang dirubah dan dipurnakan dengan

ahun

/1982 .19

ihan Soal ‘
1.4]::‘;;511(; apa yang dimaksud dengan pers berdasarkan

UU no 40 tahun 1999 tentang pers ?
Jelaskan masing masing model hubungan kebebasan
2. 24

5

t Menurut Altchull ? )

I;elrs ;nai? u;l:lngsi pers menurut Oemar senoadji dan
3. Jelas

UlldaI lg Undar lg Nomor 40 tahun 1999 tentang I edrs / y
P g mn
4 ]elaskan pexbedaaan freedom of speech dan freedor

ion ?
speech and expression ?
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Bab II
Sejarah Pers di Indonesia

2.1 Sejarah hukum pers jaman kolonial

Masalah hukum pers di negarakita, bukanlah masalah
yang baru sebab jauh sebelum negara kita merdeka hal
tersebut di kenal di daram penerbirtn penerbitan baik
majalah maupun harian bisa hanya saja pada waktu itu
masih diterbitkan oleh penjajah Belanda menurut Krisna
Harahap, sebelum kemer'Jekaan Indonesia diproklamirkan
pada tahun 1856 di jaman Hindia Belanda, sudah muncul
peraturan pertama mengenai pers yang diatur dalam
Reglement op de Drukwerken in Nederlandsch Indie. Dalam
peraturan tersebut ditentukan bahwa seluruh karya cetak,
sebelum diterbitkan, atau eksemplar harus dikirim lebih
dahulu kepada kepala pemerintahan setempat dan pejabat
justisi. Apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan maka
percetakan akan disegel.”

Peraturan pertama pers tahun 1356 ini sudah
mempunyai sanksi kepada pihak yang melanggarnya.
Sanksi itu berupa sanksi preventif, yaitu berupa sanksi
penyensoran terhadap barang cetakan yang akan
diedarkan kepada masyarakat dan penyegelan terhadap

13




perusahaan pers yang penerbitan cetakan tersebut,

Kemudian baru setengah abad kemudian tepatnya
pada tahun 1906 sensor berupa itu dicabut. Satu eksemplar
karya dikirimkan kepad pejabat pejabat yang 24 jam
setelah barang cetakan itu diedarkan. Jadi tidak lagi
sebelum seperti yang ditetapkan reglement tahun 1856,
Sifat sensorpun berubah darj menjadi represif.22

Kalau dipelajari lebih mendalam ketentuan yang
diatur dalani Staatblad Nomor 74 tahun 1856 ini maka kita
melihat tujuan penjajah Belanda melakukan pengawasan
barang cetakan di samping menghindari adanya kejahatan
atau pelanggaran dilakukan melalui barang cetakan , juga
membendung dan mencegah beredarnya tulisan yang
dbuat oleh pejuang pejuang yang berisikan anjuran
anjuran untuk Penjajah Belanda. Dan pada tahun itu juga
dikeluarkan = Stantblad nomor 75 tentang cara-cara
pembayaran untuk jaminan dan prosedur untuk
mendapatkan barang. Baru tahun 1900 dikeluarkan
Staatblad Nomor 317 tentang pemasukan dan berasal
barang barang cetakan yang berbahaya dari luar negeri
masuk ke Hindia belanda. Staathlaad no 317 itu diperkuat
dengan dikeluarkannya No 318 dan staadblad nomor 319
tahun 1900.%

Kemudian dalam abad 19 tercatat tidak kurang dari 19
orang wartawan yang dibuang mereks secara gigih
memperjuangkan adanya kemerd kaan pers di daerah
jajahan. Pada masa itu dikenal dengan adanya pers
Belanda. Diantara Java boede di Batavia dan De Preanger
Bode yang terbit di bandung . java post muncul di Bogor.
Sementara itu di Di Batavia terbit majalah yang bemarna

14

Jong indie. Selain pers Belanda juga d‘ikenal pers tior}ghoa
yang diterbitkan untuk kepentingan kepbe'ntm%uall'l(
usahanya. tetapi ada pula pers tionghoa s .ter it un -
kepentingan pergerakan Indonesia D1a11ta1?11ya sur ;
kabar Sin po dan Sin Tit Po. Baru ken?udlan muncu
Pelopor pers nasional yaitu Raden Mas Djokonomo yang
menerbitkan Medan prijaji pada tahun .1‘907 .dengan
modal sendiri dan pemasannya juga sendiri darl. oraT‘lg
Indonesia nama Raden Mas Djol;omono 2E)oleh Ki Hajar
i diganti dengan Tirtohadisuryo. *
Dew(airillj? r}lae(:irlsg yang dielola oleh orang Inqonesia p;da
mulanya jelas memperlihatkan yang jauh 1eb11.1 buruk dan
dari kedua jenis pers lainya , baik isi, penamplla'n .maupun
gaya bahas pada saat itu . Walaupgn demikian pers
Indonesia tetap memberikan nasionalisme p.ada zamai
penjajahan Belanda. Dan akhirnya mereka. l‘eblh se.bagya
mungkin mengemukakan gagasan pO]'.ltlk ketimbang
pengelolaan segi jurnalistik dalam art1a.n s.ebena(rlnyao.
Seperti harian ‘Medan Prijaji yang terbit di .ban. m;o
mempunyai motto "organ buat bangsa yang terperintah,
hindia Belanda , tempat membuka suaranya.? Tellhun 1.909.
E.F.E Deuwes Dekker ( Dr. Danudirja Seryabudhi) menjadi
redaktur Niewsblad di Batavia, dan menempatkan pe;sl
berbahasa Melayu lebih daripada pers b'elanda-”l."ahu.n 19
untuk .pertama kali terbentuk organisasi yang diberi nama

i 7 di Indonesia, 2003,
» Krisna Harahap, Pasang Surut Kemerdekaan Pers di I

Bandung, Grafiti. Hal. 26-28 ‘
2 V\?i?la A%mada, Wajah Hukum Pidana Pers, 1989, Jakarta, Pustaka

Kartini, hal. 23.
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Inlandsche Journalisten Bond (IJB) di Solo atas prakarsa
Tjipto mangun Kusumo , R - Soosro Koornio, dan Mas
Masco Kartodikoro. Dan pada tahunl1915 IJB bersama
deﬁgan beberapa partai membentuk Comite
Drukpersvrijheid (Komisi Kemerdekaan Pers).

Lebih lanjut dijelaskan menurut Krisna Harahap: dua
puluh lima tahun kemudian " sejak pengawasan repesif
diberlakukan Pemerintah Hindia Belanda melahirkan
Presbreindel Ordonantie, yakni pada tanggal 7 September
1931. Ordonansi ini memberi wewenwng pada Gubernur
Jenderal untuk melarang setiap penerbitan yang dinilai
menggangu ketertiban umum. Pada pasal 2 ordonansi ini
menyatakan Gubernur Jenderal melarang percetakan ,
pencrbitan dan penyebaran suatu surat kabar paling lama
delapan hari. Dan apabila telah lewat tenggang waktu dan
kembali mengulang pemberitaan yang dilarang maka
penerbitan dilarang terbit untuk sementara. Jika itu sudah
melunak maka akan dicabut. Dan jika pelarang terbit tidak
kunjung dicabut maka pelarang terbit itu berlaku untuk
satu tahun.2

Yang menghantui pers pada saat itu selain Persbreindel
ordonantie juga pasal yang diatur dalam wet boek van
straffrecht pasal 154 sampai 157 tentang Hatzaai arkelen
yang diundangkan pada tahun 1914. Pasal pasal itu
berisikan hukuman kepada siapapun menyebar perasaan
kebencian, pennusuhan, terhadap pemerintah Hindia
Belanda.

Salah satu surat kabar yang terkena Presbreindel

% Krisna Harahap, Pasang s.rrut kemerdekaan pers di Indonesia ,2003,
Bandung Grafiti. Halaman 31
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Ordonantie adalah Soeara Oemoem di Surabaya. Larangan
terbit dilakukan berdasarkan keputusan Jonge N% E
Tanggal 23 Juni 1933. Hingga tahun 193.6 terca’;a; tida
kurang dari 27 surat kabar nasional yang dibrendel.

2.2.Sejarah hukum pers masa pendudukan Jepang

Setelah Belanda menyerah terhadap Jepang tahLlln
1942, Jepang mulai menguasai bangsz‘x Jepang datang .e
Indonesia dengan jargon 3 A yaitu ]epang' cahaya asila
Jepang pemimpin asia dan Jepang p'ehndu‘ng adsm:
sebenarnya kedatangan jepang tidék lebih ku1@g . ari
kedatangan Belanda ke Indonesia, yaitu untuk menjajah.

Pers pada jaman Jepang tidak jauh berbe#a dengaii
jaman Belanda. Lebih jauh lagi menurut Andi Hamzah
pada jaman penjajahan Belanda surat kabar cetakan
Indonesia sulit mendapat izin pemerintah belanc.1a ka'rena
takut akan semakin kerasnya berkembang nasionalisme
Indonesia. Pada zaman pendudukan Jepang , Pasukan
pendudukan terbit semua pers belanda dan se
percetakan  dikerahkan  kegiatannya  kepentingan

i jepang.

Pem‘e/\l;]:{il};]ui dimikian kerasnya pem.erintah jepang
menekan pers yang nasionalisme Indonesia, orang orang

indonesia mendapatkan pelajaran, sehingga menjadi

¥Qey Hong Hee, Indonesian Government. and per.ss dugng Ii;l:tl:::
democracy, universitas Hull so south asia No 4 mte.r )O:zmbamn
Company Ag ZUG Switzerland 1971 h.ll terungk.a.p seg; }J)L(I; i Zn
sejarah  pers di Indonesia, Proyek Penelitian Penge g

Penerangan RI Jakarta 1983 h. 161.
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pandai oleh tentara jepang perihal pers. Dengan
bekerjanya orang Indonesia pada tentara Jepang mau tidak
mau  segala perangkat yang lebih yang berhubungan
dengan pers cetak dan pers non cetak sebagai alat non
cetak seperti radio sudah dapat dioperasikan oleh orang
Indonesia. Sehingga saat Jepang menyerah kepada sekutu
orang orang Indonesia sudah bisa menggunakan
perangkat itu

Setelah itu munculah wartawan yang lebih
berpengalaman  setelah  pendudukan orang-orang
Indonesia mulai mengurusi media sendiri walaupun
dibawah Jepang. Dan pada waktu itu juga sudah banyak
orang pergerakan yang menjadi redaktur surat kabar atau
majalah yang diterbitkan oleh tentara jepang. Segala
kesempatan yang diperoleh ketika jaman jepang dalam
bidang pers seolah olah kegiatan sekolah yang tidak
formal bagi orang-orang pergerakan Indonesia, karena
mgin menjadi jurnalis maka mereka harus banyak
mempelajari buku buku ilmu social lainnya. Terutama
buku yang disita dari dan digeledah dari rumah rumah
belanda dan dijual untuk umum. Buku-buku yang banyak
dibaca pada saat itu adalah karangan John Locke Karl
Marx, Mazini, Roussseau, yang banyak berisikan tentang
demokrasi. Penerbitan pada jaman jepang tidak dapat
diterbitkan melalui surat kabar tanpa ijin terlebih dahulu
dari dinas dinas rahasia dan penerangan yang ditentukan
di Tokyo.%

Pers pada jaman ini yang boleh ditulis adalah

BAndi Hamzah, Delik-delik Pers di Indonesia, 1987 lakarta, Media Saran
Perss. Hal. 38-41
18

kemajuan kemajuan yang dicapai pendu<.iukan jepang 'dl
Indonesia sampai dapat menguasai Asia Timur Raya, yavlFu
mulai Jepang sampat Asia Tenggara. Sedangkan krltlik
tentang pemerintahan Jepang dilarang keras. Maka
penerbitan itu tidak diizinkan. ' . -
Dalam bukunya Edward C Smith berjudul Se]a.rah
permbereidelan di Indonesia disebutkan bahwa' ada lima
surat kabar yang terbit.di seluruh Indonesia waktu

pendudukan jepang yaitu ;

1. Jawa Shibun di Jawa

2. Sumatera shibun di Sumatera

3. Borneo Shibun di Kalimantan

4. Celebes Shibun di Sulawesi dan

5. Ceram shibun di Pulau seram.” .

Dengan demikian pengawasan pess pada ]a.n'.lan

pendudukan Jepang sangat ketat. Jadi meskipun demikian
warga Indonesia banyak memperoleh pengalaman yang
berharga dari Jepang di bidang pers, karena sesudah
perang dunia kedua berakhir dan menjelang kemerdekaan
Indonesia, penerbitan yang memuat tentang kemerdekaan
Indonesia melalui pers, tersiar dengan cepat dan n'.leluas
sampai ke seluruh nusantaradan bahkan seluruh dunia. *

2.3. Sejarah hukum pers pada masa kemerdekaan

Setelah jepang menyerah kepada sekutu bangsa
Indonesia'mulai menyusun rencana untuk mengupayakan
kemerdekaan Indonesia. Baru setelah tanggal 17 Agustus

2 Edward C. Smith, Seiarah Pembereidelan Pers Di Indonesia, Jakarta

1983, PT Temprit.halaman 84

% Andi Hamzah,Op.Cit. Hal. 42. i1




1945 Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Salah
satu cara dalam mengumandangkan proklamasi adalah
dengan siaran radio, sehingga seluruh rakyat Indonesia
mendengar bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Upaya
ini rupanya berhasil dengan tersiarnya berita kemerdekaan
Indonesia sampai ke penjuru nysantara,

Sebagaimana telah diuraikan di muka, masalah pers di
negara kita telah mendapat perhatian dari pendiri negara
Republik Indonesia. Hal ini dapat kita lihat, shari setelah
proklamasi kemerdekaan , tepatnya tanggal 18 Agustus
1945 oleh Panitia Kermerdekaan indonesia (PPKI) telah
ditetapkan Undang undang Dasar Republik Indonesia
dimanapun juga telah diatur masalah yang menyangkut
pers , meskipun perkstaan pers tidak secara tegas tersurat
dalam Undang-undang namun tersitar dalam pasal 28
yang berbunyi sebagi berikut : Kemerdekaan berserikat
dan berkumpul , mengeluarkan pendapat dengan lisan
dan tulisan sebagainya ditetapkan dengan Undang
undang.?

Dalam tulisannya JCT 'Simonangkir, pasal 19
Konstitusi RIS 1949 dinyatakan : setiap orang berhak atas
kebebasan rnempunyai dan mengeluarkan pendapat.
Rumusan pasal 19 Konstitusi RIS 1949 adalah sama dengan
rumusan dakam UUDS 1950 yang berbunyi : setiap orang
berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan

3T Made Widyana, Pers Nasional dan Delik Pers, 1984, Surabaya,
Paramitra, hal. 6-7 i

2ICT Simonangkir, Hukum dan Kebebasan Pers, 1979, Jakarts, Binacipta,
hal. 19

31 Made Widyana, Ibid, hal. 6.
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pendapat®? lebih lanjut menurut Widya'na disamplf\'g
tersirat di dalam UUD 1945, Komite Nasmnal Indon.ebla
Pusat di alam sidang plenonya ;ahun 331949 juga
erlindungan kepada pers.
mem’lij;;zik;l};isius 19)54 grdonansi Presbreidel tersebut
dicabut dengan Undang-undang No 23 tahur‘l 1954,
lembaran Negara 54-77. Ordonansi tersebut dlang%e;g
bertentangan dengan pasal 19 dan pasal 33 UU‘I').Skl ‘
yang dijadikan dasar Pada pasal 33 UUDS 1950 b.e1 1531 an ;
Melakukan hak hak dan kebebasan yang diterangkan
dalam kegiatan ini hanyat dibatasi dengan pera.tura.n
peraturan undang undang semata mata‘ untuk men]a.r;mll
pengakuan dan penghormata yang tldalf b(;leh ti tzk
terhadap hak hak serta kebebasan o%‘ang lain , dan -un
memenuhi sayarat syarat yang adil untu ketentraman,
kesusilaan dan kesejahteraan dalarn suatu masyarakat
o 34
yangT(:fmg\;alirlafgeptember 1956 Kepala stat Angkatan darat
mengeluarkan Peraturan no. PKM/001/19/1956 tentang
pelarangan menerbitkan hal yang dapat melwgaclim,
menghina  presiden, yang ternyata menakutlzir;
masyarakat. aturan tersebut bertentangan dangan pasa t
UUDS 1950 dan serta KUH Pidana. Kemudian o
Harahap % disebutkan bahwa peraturan tersebut dicabut

f i di Indonesia, 2003,
¥ Krisna Harahap, Pasang Surut Kemerdekaan Pers di

Bandung, Grafiti Hal. 35
35 Krisna Harahap, Op.cit. Hal. 38 o
£ ICl";Slsmxor\angllzir, Hulum dan Kebebasan Pers, 1979, Jakarta, Binacipta

hal. 19 )
37 Seno Adji, Mass Media dan Hulwm, 1973,lakarta” Erlangga, hal. 76.
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dan diganti dengan UU no .23Prp/I959 tentang keadaan
bahaya.

2.4 Sejarah Hukum Pers pada Demokrasi terpimpin

Setelah  dikumandangkan  adanya  demokrasi
terpimpin , kedudukan dan fungsi

pers indonesiapun kemudian diarahkan kepada
tuyjuan dan jalan politik tersebut. Suara-suara berani
melawan gagasan in harus dibungkem dan begitulah
sejumlah Koran yang dalam masyarakat mempunyi
kalangan pemabacanya yang tersendiri dalam jumlah yang
banyak, terpaksa ditutup atas pemerintah penguasa ketika
itu. %

Timbulnya angkatan 1966 telah mengungah nurani
dignity, selfrespect, kita seolah kita ketemukan kembali
seoah olah ada suatu herrijzens dari impian jelek, di mana
pergeseran dalam evaluasi terhadap nilai nilai moral dan
nilai nilai agama , cinta, menjauhi kebathilan, menjadi
tujuan hidup. ¥ Dalam era demokrasi terpimpin ,
kebijaksanaan pemerintah di bidang pers kepada
peraturan penguasa perang tertinggi (Feperti) nomor 10
tahun 1960 pasal I seperti melarang penerbitan surat kabar
dan majalah tanpa mendapat izin lebih dahulu dari
penguasa keadaan bahaya daerah, sedangkan pasal 4
menyatakan kabar atau majalah yang diterbitkan tanpa
izin sebagaimana yang dimaksud pasal I dapat dirampas
atau dimusnahkan. Setiap peminta izin terbit harus lah
menyetujui dan menandatangaani kesanggupan 19 pasal
yang ditentukan oleh Pemerintah. Mereka yang tidak
bersedia menandatangani kesanggupan 19 pasal tersebut
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memperoleh izin.

Kemudian ditetapkan penetapan Presiden nomor 4
tahun 1963 tentang pengamanan terhadap barang cetakan
yang isisnya dapat mengganggu ketertiban umum. Pada
tahun 1969 penetapan presiden nomor 4 tahun 1963
berdasarkan Undang undang nomor 5 tahun 1969,
ditetapkan menjadi Undang undang nomor 4 PNPS tahun
1963.

Menurut Andi Hamzah dalam ketentuan pasal 2 ayat3
menyatakan : :

Yang dimasuk dengan barang cetakan adalah tulisan
tulisan dan gambar gambar Yang dapat diperbanyak
dengan mesin yang dapt diperbanyak dengan mesin at‘au
alat kimia meliputi buku-buku , brosur-brosur , bulletin-
buletin , surat kabar harian, majalah perbitan berkala ,
pamflet-pamflet , poster-poster, surat-surat yang dimaksud
untuk  disebarluaskan aataudipertunjukkan kepada
khalayak ramai dan barang barang lainnya yang dapat
dipersamakan dengan jenis barang cetakan. %

Penetapan Presiden yang kemudian menjadi Undang
undang ini bertujuan untuk menghindari masuknya
barang cetakan yang dapt menganggu ketertiban umum
dan membahayakan rakyat. Pers asing juga kadang kadang
melancarkan hinaan tuduhan terhadap pemerintah. Hal ini
dikarenakan selama ini barang cetakan dari luar negeri
dapat membahayakan ketertiban umum masyarakat
Indonesia . Jadi setiap barang dari dalam negeri atau Iuar
negeri, 48 jam maksimal sebelum diedarkan harus

diserahkan kepada kejaksaan negeri, kecuali barang

#Andi Hamzah , Loc: Op. cit., hal. 43. 2




cetakan itu dipesan oleh pemerintah sendiri untuk

kepentingan pemerintah. Dan ketentuan UU no 4 PNPS
tahun 1963 ini untuk melakukan sensor secara preventif
terhadap percetakan dari dalam negeri.

. Selanjutnya  pada tanggal 15 Desember 1963
dikeluarkan penpres no 6 tahun. Lebih lanjut pasal 6
Pe1.1pres No. 6 /1963 menegaskan perlunya izin terbit bagi
setiap penerbitan surat kabar dan majalah. Disamping itu
percetakan tidak diperbolehkan mencetak surat kabar atau,
majalah yang tidak dilengkapi izin terbit.

Penetapan ini dikeluarkan dengan maksud untuk
melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhada
pers.Hal ini yang didasarkan atas pertimbangan batha)
pers adalah data publikasi yang mudah dipergunakan
untuk mempengaruhi pendapat umum , sehingga harus
dapat dipergunakan sebagai alat penggerak massa untuk
menyelesaikan revolusi . Dalam pasal I disebutkan bahwa
pembina pers sepenuhnya diberikan pada Mentri
.Penerangan dan dalam pengawasan dan pembinaan pers
Itu Mentri penerangan dibantu oleh Kasad Pangad
Pangau, Pangal, Pangak dan Menteri Jaksa Agung.® /

2.5. Sejarah hukum pers masa orde baru

Pe-rs memasuki era orde baru dengan penuh gairah
pemerintah memberi keleluasaan penuh kepada pers
manakala  sasaran pemberitaan  difokuskan pada
kebobrokan rezim orde lama. Masa bulan madu antara
pers dan pemerintah ternyata ini berlangsung beberapa

¥Andi Hamzah, Op.cit. . hal. 45,
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tahun apalagi dengan diundangkan UU pokok per
Kemudian pada tanggal 12 Desember 1966 Penetapan
Presiden nomor 6 tahun1966 dicabut dan diganti dengan
Undang undang nomor 11 tahun 1966 tentang ketentuan
pokok pers. Undang undang pokok pers ini diundangkan
oleh dengan maksud memberikan jaminan hukum kepada
pers nasional , sehingga pers nasional dapat berfungsi
sebaik mungkin. Karena dalam kenyataan sejarah , pers
merupakan pencerminan kehidupan berbangsa yang
merupakan bagian yang terpisahkan dari perjuangar
secara keselurthanya. Disamping itu karena pers nasional
adalah alat perjuangan yang bersifat aktif, kreatif dan
pelopor dan pelaksanaan Ideologi negara Pancasila.

Lebih lanjut Undang-undang nomor A tahun 1966
dalam pelaksanaannya mengalami dua‘ kali Perubahan
Yaitu ;

1. Perubahan yang dilakukan atas dasar Undang-undang
Nomor 4 tahun1967.berdasarkan Undang-undang ini
diadakan penambahan satu ayat lagi atas pasal 21 Bab X,
yang kemudian ditetapkan menjadi Pasal 2] ayat 2 yang
berbunyi sebagai berikut: " dengan berlakunya undang
undang ini maka tidak berlaku lagi ketentuan ketentuan
dalam penetapan Presiden nomor 4 tahun 1963 tentang
pengaman barang-barang cetakan yang isinya dapat
mengganggu ketertiban umum, khususnya mengenai
bulletin bulletin , surat kabar , majalah majalah
danpenerbitan penerbitan berkala "

Dengan adanya penambahan terhadap pasal 21 UU no
11 tahun 1966 ini yang bunyinya seperti telah disebutkan ,

% Krisna Harahap, Op.cit, Hal. 50
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ini berarti bahwa pengawasan pers dalam arti bulletin |
surat kabar , majalah majalah, dan penerbitan penerbitan
berkala telah berpindah dari wewenang. Jaksa Agung
kepada Mentri Penerangan Dan dengan sendirinya
pengertian pers telah dipisahkan pula dari pengertian
barang cetakan.4

Memang , suatu kemajtfan formal dalam Undang
undang nomor 11 tahun 1966 adalah ditiadakan sensor dan
pembrendelan seperti yang diatur dalam pasal 4disamping
itu ditegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak
perbitan pers yang bersifat kolektif untuk maksud tersebut
tidak dibutuhkan izin terbit (SIT) masih sampai ada
keputusan pencabutan oleh pemerintah dan DPR.
Keharusan Surat ljin Terbit (SIT) ditetapkan dalam
peraturan Mentri penerangan RI 03 fPer/ Menpen/ 1969
tentang lembaga Surat ljin Terbit (SIT) dalam masa
peraturan  Mentri Penerangan tersebut mengandung
ancaman pencabutan SIT. konsekuensinya, media massa
yang bersangkutan dilarang terbit, dicetak dan diedarkan
seperti disebut di dalam pasal 9 peraturan Penerangan
tadi. ©

Lebih lanjut menurut Harahap 4 sebelum undang
undang nomor 21 tahun 1981 sejarah pers Indonesia
ditandai oleh lembaran hitam dengan "dibrendelnya tidak
kurang dari duabelas penerbitan sehubungan dengan
terjadinya " Peristiwa malati ", 50 kali pembrendelan pada
tahun 1971 dan 40 kalj pada tahun 1972 yang sekaligus
menandakan berakhirnya masa bulan madu yang pema
terjalin pada tahun awal orde baru antara pers dan
pemerintah. Dasar pencabutan izin ke 12 penerbitan
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sepenuhnya Iﬁ;nyangkut substansi media yang dianggap

oleh pemerintah dapat kewibawaan dan ketidakpercayaan
o— onal. |

terhadap kepemimpinan nasiona

2. Perubahan berdasarkan pada undang undang Nomor 21

tahun 1982 . .,
Perubahan yang bersejarah menurut Andi Hamzah

pada tanggal 20 september, dilakukan perubcflhan atas
undang undng nomor I I tahun 1966 mel.alm Urldang
nomor : 21 tahun 1982. perubahan ini dilandasi oleh
ketentuan Garis Garis Besar Haluan Negara yang
dituangkan dalam ketetapan M.P. R. nomor IV/MPR/ 1978,
maksud untuk dapat menjamin pertum.buhan pers
nasional yang sehat, bebas dan bertanggungiawab / selrta
untuk menyesuaikan pelasanaan pers dengan tingkat
perkembangan dan perjuangan masyaraka.t dalam rangka
penghayatan dan pengamalan pancasila. perubahan
perubahan itu dilakukan terhadap ;

a. Istilah-istilah dalam undang undang nomor 1.]_ tahun
1966 antara lain alat revolusi menjadi perjuangan
nasional, alat penggerak massa menjadi-penggerak
pembangunan. pengawal revolusi m_en]ad1‘pe‘ngaw‘al
ideology Pancasila , Pers sosialis me'n]a'ch Peld
pancasila, tiga kerangka revolusi menjadi tu]u.an
Nasional , kontra revolusi dengan penentang Pancasﬂa{
gotong royong menjadi kekeluargaan, revolusi
Pancasila menjadi ideology Pancasila’

b. Rumusan dalam undang undang nomor 11 tahun 1966
berbunyi " pemerintah bersama sama dengan dewan‘
pers diubah menjadi pemerintah telah mendengar

4 Andi Hamzah, Op.cit.,, Hal. 47-54 )




pertimbangan dewan Pers "-

¢. Ketentuan pasal pasal yang diubah yaitu :
Ayat 5 tentang organisasi Pers.
Aygt I-O tentang pemerintah dalam uu ini bukan lagi
Mentri 'Penerangan saja tetapi Mentri Penerangan dan
Menteri Perdagangan Koperasi.
Pasal 2 ayat 2 tentang Tugas dan kewajiban Pers.
Pasal 6 tentang dewan pers.
IIjasal 8 ayat I tentang Perusahaan penerbitan pers
p::(lerhi?ahayat I dan ayat 2 tentang penerbitan

Pasal 17 ayat 2, ayat 3, ayat 4 téntang pers asing
Pasal 19 tentang sanksi pidana
Pasal 20 tentang susunan perusahaan penerbitan pers
d. Ketentuan pasal-pasal yang ditambah yaitu ;
o 1 .
Pasal 3 ditambah ayat3 tentang fungsi pers

Pasal 13 ditambah ayats danayat6 tentang SIUPP dan
periklanan

pasal 15 ditambah menjadi pasz iri i
s menjadi pasal 15 a yang terdiri dari
e. Pasal yang dihapus 7 ayat 3
f. penjelasan pasal 8 dihapus diganti dengan cukup jelas
g. Judul bab I diubah sehingga berbunyi T[}JGAS
FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN PERS. :
Kemudian  mentri Penerangan  mengeluarkan
peraturan Mentri penerangan Nomor 0l/Per/Permen/1984
yang mengatur keberadaan SIUPP. Peraturan tentan
SI‘UPI’ ini membuka peluang untuk kemun kinag
dfbal'a!kan izin tersebut. Jika sekali saja pe‘nerbitil;n hrll
dibatalkan SIUPP-nya maka berati Penerbitan itu sarlna
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dengan dibrendel alias tidak boleh terbit, mencetak
maupun mengedarkan. Tindakan pembrendelan  ini
dilarang oleh pasal 4 Undang undang pokok pers.Dan
selama orde baru telah pembatalan SIUPP pada enam
penerbitan yaitu ; Harlan Sinar harapan , Majalah Prioritas,
Majalah Editor, Tempo, Tabloid Detik dan Tabloid Monitor.
Menurut Krisna % pasal 33 ayat h Menteri Penerangan No.
[/PER/MENPEN/1984 itu sendiri menegaskan bahwa
pembatalan SIUPP dapat dilakukan apabila menurut
penilaian Dewan pers . penerbitan pers yang bersangkutan
dalam menyelenggarakan pers yang sehat yang bebas dan
bertanggung jawab . Pada pasal ini tidak hanya mengacu
kepada penerbitan tetapi juga berhubungan dengan isi
dari pers itu. Dalam UU nomor 11 tahun 1966 pasal 4 dan 8
dengan itu dilarang. Pada pasal 8 pers itu tidak wajib
punya tegas sensor dan surat ijin terbit , tapi pada
peraturanMenteriPeneranganNo.1/PER/MENPEN/1984
menggerogoti apa yang ditetapkan pada pasal 8 UU no. 11
tahun 1966.Jelaslah bahwa peraturan Menteri Penerangan
No.1 /PER/MENPEMI 1984 ini benentangan dengan UU no
11 tahun 1966 jo UU no 4 tahun 1967 jo UU no. 21 tahun
1982.

Pers setelah peristiwa malari menurut Rosihan
Anwara6 , mempunyai kebebasan yang terbatas. Idealisme
pers yang berfungsi sebagai social kontrol harus dibayar
dengan mahal. Yaitu dengan dibrendel. Kendati* menurut
Harahap  menghadapi  pembrendelan, eufimisme
(pengahalusan bahasa) merupakan salah satu cara

45 Krisna Harahap, Op.Cit,. Hal. 52

4 Krisna Harahap, Op.Cit. Hal. 56
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dilakukan dikalangan pers. Kenaikan harga atau tarif
ditulis penyesuaian harga. disebut diamankan Daerah
miskin disebut daerah pra sejahtera, Busung ditulis kurang
gizl. Pengutamaan kata-kata eufemistik ini membuat
makan tulisan jadi kabur maknanya. Kata eufemistik ini
memang mengurangi bahaya represi dari pemerintah,

tetapi kata kata itu adalah kompromi untuk tunduk pada
telunjuk kekuasaan.

2.6 Sejarah hukum pers reformasi sampai sekarang

Setelah jatuhnya kekuasan Presiden Suharto pada
tanggal 21 Mei 1998, yang telah lebih dari tiga puluh dua
tahun yang merupakan pertanda pergantian orde dari
baru menjadi orde/ jaman refonnasi. Dalam tuntutan
reformasi ada tuntutan yang yaitu perbaikan kebijakan di
bidang hukum secara lebih mendasar, kebijakan , ekonomi
sosial dan budaya. Insan pers selama lebih dari 32 tahun
merasa telah ditekan oleh pemerintah yang berkuasa.
Adanya keinginan dari pemerintah  yang pers agar
memberitakan  segala  hal yang  selaras  dengan
pemerintahan dantidak rnemberitaka hal hal yang tidak
diperkenankan oleh pemerintah pada masa orde baru.
Kehidupan pers selalui dibayang abayngi hal hal yang
menakutkan . terutama pada saat dikeluarkanya peratutan
mentri Penerangan tentang SIUPP, yang sudah lama
digugat untuk dicabut, tetapi Presiden Suharto tidak
memenuhi tuntuan tersebut.

Setalah dicabut permenpen nomor I tahunl984 ini

+7 Luwarso, Reformasi Media Massa, Aliansi Jurnalis Independent, 998
hal. 28
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semakin keras( rdidengungkan seiring dengan se@akm
memabahananya tuntutan reformasi di segala blda}ng,
terutama setelah terbentuknya pemerintahan Kabu1et
Reformasi Pembangunan, dibawah pimpinan. Presiden BJ
Habibie pada tanggal 24 Juni 1998 memenuhi .pencabut.an
permenpen Nomor I tahun 1984 itu Melalui peraturan
Mentri Penerangan RI nomor 1/Permenpen/1998 stanggal 5
juni 1998 menyatakan meninjau kembali Peraturan Men'te'u
Penerangan RI nomor l/PerMen/1998 tentang Surat 1.zm
Usaha Penerbitan pers, jadi bukan pencabutan. Kemudian
lahirlah Permenpen nomor I /permenper/ 1998 , beberf"xpa
perasalahan betapa pemerintah tidak mau mlepas se?sjata
untuk mengendalikan pers sesuai denga kehndaknya.

Lebih lanjut dalam pasal 23 permenpen no I tahun'
1998 disebutkan bahwa pendapat mengenakan sanksi
administrative atas pelanggaran yang dilakukan oleh
1. peringatan tertulis.

2. Pembekuan ijin waktu tertentu
3. Penyelesaian melalui pengadilan. .

Dengan peraturan pasal 32 itu Menpen men]atuhkafi
sanksi tanpa harus mendengarkan pendapat dewan pers
seperti ketentuan pada undang undang pers nomor 21
tahun 1982. Disamping permenpen no.
1/PER/MENPEN/1998  ketentuan-ketentuan mengenal
wartawan sebagai pengganti permenpen  NOmor

02/PER/PERMENPEN/1969. #
Dalam ketentuan pasal 3 Permenpen menyatakan

bahwa : Wartawan wajib menjadi, salah satu anggota salah

4 Krisna Harahap, Op.cit, Hal. 58.

#Krisna Harahap, Op.cit, Hal. 59. 5



satu organisasi wartawan Indonnesia. Dan permenpen no 2
tahun 1969 hanya mengakui PWI ( pesatuan wartawan
Indonesia) sebagai satu satunya organisasi wartawan !
maka pada peraturan Permenpen02/1998 membuka pintu
para wutawan untuk mendirikan organisasi wartawan
selain PWI. Walaupun demikian isi pasal 3 permenpen
tahun 1969 itu mewajibkan ‘wartiawan untuk masuk
organisasi profesi wartawan, jika tidak maka dianggap
bukan sebagai wartawan.

Pada UU nomor 21 tahun 1982 masih diatur tentang
Surat  Ljin Usaha Penerbitan (SIUPP),  dengan
dikeluarkannya permenpen nomor 01 tahun 1998 yang
memperlonggar prosedur untuk memeproleh SIUPP Yang
pada orde baru harus memenuhi 16 kriteria/persyaratan

untuk memeproeh STUPP tetapi pada permenpen ini hanya
tiga syaral/ Kriterian, yaitu :

1. Mengisi daftar dari Deppen
2 Dilampiri dengan kate pendirian perusahaan penerbitan
3.Susunan penyelenggara dari perusahaan penerbitan
Sehingga  tidaklah heran apabila permohonnan
terhadap SIUPP sangat banyak, bahkan diperkirakan akan
jauh lebih banyak jika tidak didera krisis perekonomian di
Indonesia pada saat itu. Tetapi tidak semua SIUPP yang
telah  dikabulkan permohonannya  dapat  terbit
(diterbitkan). Hal in disebabkan pertama karena
dicabutnya rekomendasi dari pwi baik pusat maupun
Cabang untuk satu orang pimpinan redaksi dan
rekomendasi dari serikat penerbit surat kabar. Dan kedua

karena perusahaan penerbitan itu merupakan perusahaan
yang padat modal.
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Seperti yang telah dijelaskan  pada . halamzr;
sebelumnya bahwa pada setiap pergar.lvt:.j; dmi ]
pemerintahan/jaman pemerintahan , yang terja 1‘da Ti ; '
penampilan berita berita pers sangat lugas dan _1 (ia i
Pers tidak takut lagi adanya pembrend(?lan d?u] Jm
penerbitan . Pers banyak menuliskan lz.ae.ntla berita/ 1:,1,1
penyelewengan orde Baru. Berita sejpem ?m sama.dperbzb
ketika presiden Sukarno turun dari kursi llfepresf ez.w_.:.ml.r
Hal seperti ini yaitu pemberitaan yang: keba asanm
sangat ditakutkan banyak kalangart, Per.s ini bukan iesu;l .
yang bebas tanpa batas , tetapi palmg‘tldak harus kemba
kepada kodeetik profesi yaitu Kode Etik Wartawan.L »

Pada tanggal 29 september 1997, Presi f;];
menandatangani undang-undang nornor 24 tr;nhun 1924
tentang penyiaran. Dengan dixmd.an'g‘kz.m uu Nomo; ;
tahun 1997, media elektronik memiliki undang un ;‘“_o
sendiri seperti halnya media cetak e antara lain
mempunyai UU no 21 tahun 1982. i Sehu?gga Wartaxivlaln
elektronik mengetahui rambu rambu apa saja yang r‘nele a
hadapi dalam melaksanakan profesinya. dan apa saja yang
tidak boleh dilaksanakan. Dimana dalam pasal
disebutkan : bahwa  penyiaran di's‘elenggz.lrakar;
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945: Berpqak. dari ]Llpa‘sa1
ini sesungguhnya terlihat ada kewa.j1ban bagi feny;allaati1
untuk tetap di jalurnya, yaitu menyiarkan segaé Zeen -

yang dapat dipertanggung jawabkan dan sesual g

ila sebagai ideolory negara.
Pancé?ll21ls‘1€pa§al lain yailﬁl Pasal 7 ayatI disebut1-<an ba};v:li
. penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan

50K risna Harahap, Loc.Op.cit., Hal. 61 -




pengendalian dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan

alasan yang dapat dikemuka mengapa siaran disebutkan

dikuasai oleh pemerintah adalah ;

- Penyiaran memepunyai peranan kuat dan strategis
dalam upaya memperkuat dan meningkatkan persatuan
dan kesatuan bangsa \

- Mendorong pertumbuhan ekonomi serta mencerdaskan
kehidupan bangsa

- Memenatapkan budaya nasional dan stabilitas
nasional.?!

Dari beberapa uraian diatas maka kita perlu
menyimak Hadjon % : Bahwa Undang undang menjadi
tidak berguna oleh peraturan kebijaksanaan (bleidsegels).
Dalam hal yang mengarahkan agar  demokrasi politik
terwujud hak hak kemerdekaan umum.

Seperti pada tahun 1999 setelah reformasi, rupanya
Insan pers ingin merubah sebagian yang ada dalam
Undang undang nomor 21 tahun 1982 dengan undang
undang yang baru tentang pers. Ada enam dasar menurut
553 Hinca IP Panjaitan, mengapa periu diundangkan
undang Undang Nomor 40 tentang Pers, pertimbangannya
adalah :

1. pers adalah sarana mengeluarkan pikiran dan pendapat
hal ini dikarenakan kemerdekaan merupakan salah satu

*TKrisna Harahap, Op.cit. Hal. 64

>*Philipus Mandiri Hadjon, Ide Negara huikum dalam system ketatanegm’aan
Republik Indonesia, Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara
Hukinm, Gaya Media Pratama, Jakarta tanpa tahun, Hal. 82,

PHinca Panjaitan, Undang-Undang Pers Lex Secialis, Menyelesatkan
Masalah Akibat Pemberitaan Pers, 2004, Jakarta, Badan Bantuan Hukum

dan Advokasi Kemerdekaan Pers, Hal. 2
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kedaulatan rakyat yang sangat penting untuk menciptakan
kehidupan bermasyarakat. -
2. pers penting untuk memajukan kesejahteraan umum -

Untuk Memperoleh informasi merupakan .hak asasi
yang diperlukan untuk menegakkan keadilan “dan
menciptakan kesejahteraan umum Flan mencerdaskan
kehidupan bangsa sesuai yang diamanatkan dalam
pembtikaaa undang undang 1945 alinea ke empat.

3. Pers harus bebas

Pers bebas maksudnya pers bebas melaksal?akan
kegiatan jurnalistik. Hal ini disebabkan karena posisi pers
nasional sebagai wahan komunikasi masa. |
4. Pers berperan menjaga perdamaian dunia '

UU pers menegaskan kembali bahwape1js 11a51on?1
juga mempunyai peran untuk menjaga ketertiban dunia
dan perdamaian abadi yang berdasarkan .kemerdek?an.

5. Aturan tentang pers yang lama sudah tidak sesuai

Aturan pers yang lama jika dilihat lagi su'.dah harus
diubah karena banyak yang tidak sesuai dengan
perkembangan jarnan, terutama padajaman setelah
reformasi ini. -

6. Pers lahir karena amanat Konstitusi

Undang undang pers ini lahir karena amanat
konstitusi khususnya pasal . 5 ayat 1, pasal 20, pasal 27dan
pasal 28 UUD 1945. serta ketetapan MPR nomor XVII
/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Demikian pula dengan adanya revisi terhad’ap undang
undang nomor 24 tahun 1997 tentang penyiaran yang

diganti dengan undang undang nomor 32 tahun 2003
tentang penyiaran. Perubahan terhadap undang undang
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tentang penyiaran karena dirasa perlu mengingat
perubahan zaman menginginka demikian . Apalagi zaman
sekarang yang disebut zaman informasi, kemajuan
dibidang teknologi yang luar biasa, sehingga informasi
dan komunikasi dapat dilakukan dengan perangkat, cara
vang lebih mudah.

2.7 Latihan Soal

1. Jelaskan perbedaan Sejarah hukum pers pada demokrasi
terpimpin dan pers era reformasi ?

2. Jaman Hindia Belanda muncul peraturan mengenai pers
yang diatur dalam Reglement op de Drukwerken in
Nederlandsch  Indie. Jelaskan isi Reglement op de
Drukwerken in Nederlandsch Indie ?
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Bab 111
Perbandingan Isi Undang Undang Pers

3.1 Undang Undang Nomor 11 tahun 1966

Dalam perbandingan undang undang tentang pers
pada dasarnya mengalami perubahan yang bervariasi . jika
di dalam undang undang Nomor 1 tahun 1966 Pers pada
intinya pers itu telah meliputi pers dalam arti pers tulisan
dan pers ymg tidak tertulis ( lisan ) yang terbit secara
berkala. Demikian dengan fungsi pers pada UU ini sebagai
alat revolusi yang dapat mendukung perjuangan bangsa
Indonesia pada zaman tahun 1960 -an.

Pers menurut undang undang ini tidak dikenakan
pembrendelan dan sensor

mengingat pers menurut UU ini mempunyai
kewajiban untuk mepertahankan Pancasila dan UUD1945
secara mumi dan konsekuerLmemperjuaangkan kebenaran
dan keadilan, membina persatuan serta menentang segala
imperialisme, kolonialisme, feodalisme, liberalisme,
komunisme dan fasisme. Tetapi tentunya pers juga
mempunyai hak kontrol, hak koreksi, hak kritik yang
bersifat korektif dan konstruktif. Sedangkan Ikonsep
kebebasan menurut UU ini adalah Kebebasan yang
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beranggungiawab yang berdasarkan kepada hak asasi
manusia.

Sedangkan definisi dari organiasai pers adalah
Organisasi wartawan dan organisasi pers yang disahkan
pemerintah. Lebih lanjut secara tersurat dalam UU inj
disebutkan bahwa dalam usaha penerbitan  tidak
diperlukan izin terbit, hal ini bertujuan  untuk
memperbanyak usaha  penerbitan yang berbahasa
Indonesia, tetapi tentu saja semua usaha penerbitan
tersebut tidak bertentangan dengan pancasila dan UUD
1945. Demikian dengan permodalan perusahaan pers
seluruhnya berasal dari modal nasional. Bahkan jika
dianggap perlu pemerintah memberikan bantuan fasilitas
yang dapat menjamin kehidupan pers.

Sedangkan konsep pertanggungiawaban menurut
Undang undang ini menganut system waterfalls, artinya
pertanggungjawaban dapat beralih dari pemimpi umum
kemudian beralih pada pemimpin redaksi sampai pada
penulisnya.

Pengaturan mengenai pers asing lebih lanjut diatu
ralam pasal 17-18 . Inti dari pasal pasal itu adalah adanya
larangan untuk mendirikan pers asing di Indonesia,
sedangkan kantor perwakilan/ korespondensi dari pers
asing diizinkan oleh pernerintah Indonesia. Larangan dari
pers asing adalah pers asing yang dapat membahayakan
dan merugikan rakyat Indonesia Seperti dalam setiap
undang undang lainnya, dalam UU nmor 1 1 tahun ini
memuat saksi pidana. Sanksi pidana diberikan kepada
siapa saja yang melakukan , menyuruh Jakukan atau
membantu  perbuatan  diluar hukum yang dapat
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mengurangi atau meniadakan jiwa d%hukum.penjara
maksimai satu tahun. Ini artinya siapa saja yang
menghalangi  perkerjaan = wartawan te\tau bahkar;
menyebabkan sakit atau kematian dapat dlkenak'an pasa
ini. Pasal ini tidak hanya sanksi pidana bé'lgl pelaku
perbuatan tersebut tetapi jug perlindungan bagi wartawan
di dalam melaksanakan pekerjaanya.

3.2 Undang Undang Nomor 12 tahun 1982

Perubahan Undang undang Nomor 11 tahun 1966
menjadi UU Nomor 21 tahun 1982 sebelumnya ada
penambahan yakni UU No 4 tahun 1967. Penambahan
berupa dua ayat baru dalam penutup, dan pencabuatn
Penpres no 4 tahun 1963 tentang pengamanan barang
cetakan yang dapat menggangu ketertiban umum.

Sedangkan perubahan menjadi UU Nomor‘21 tahun
1982 pada intinya banyak merubah istilah yang d1gt%nakan,
perluasan definisi yang digunakan, merubah isi pasal
(penambahan beberap point dalam b.eberapa ayat,
penambalan ayat atau perluasan dari pasal), dan
penghapusan ayat.

1. Perubahan istilah - |

Seperti contohnya istilah alat revolusi berganti
menjadi ~ Alat Perjuangan Nasional, alat penggerak
revolusi menjadi alat penggerak pembanguna.n bangfsa.{
perssosialis menjadi pers Pancasila, progrgsif menjadi
konstruktif —progresif, gotong royong kekeluargaan
terpimpin menjadi secara bersama berchlas.ark'an asas
kekeluargaaan, revolusi pancasila menjadi ideology
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Pancasila.

2.Perubahan definisi
Perubahan definisi terjadi dalam definisi Organisasi
wartawan adalah organisasi perusahaan pers, organisasi

grafika pers, dan organisasi media periklanan yang
disetujui oleh-pemerintah.

3. Penambahan ayat, bagian dari ayat dalam satu pasal
pasal

Sedangkan penambahan dari bagian dari ayat pada
pasal I ayat ]0 mengenai pemerintah , pasai 2 ayat 2, pasal
3, pasal 6 ayat 3 sampai ayat 5, pasal IO'ayat I dan2, pasal 15
ayat 6 dan?, pasal 15, pasal 17, dan pasal 19. Demikian
juga tugas dan fungsi pers yang ditambah 2 point.
Penambahan pasal terjadi pada pasal 3 ditambah satu ayat.

4. Penghapusan pasal atau ayat

Penghapusan pasal 7 ayat 3, mengenai ketentuan lebih
lanjut tugas dewan pers, dan pasal 20 ayat I mengenai
masa  peralihan mengharuskan izin terbit. Dan
Penghapusan penjelasan pasal 8 diganti cukup jelas.

3.3 Undang Undang Nomor 40 tahun 1999

Perubahan yang signifikan di dalam peraturan pers
ada dalam Undang undang ini. Baik meliputi definisi,
perluasan makna dari suatu pasal , penambahan sanksi
pidana  maupun konsep pertanggungiawaban pers.
Berbagai perubahan yarig dimaktubkan di dalam Undang
undang ini semata mata untuk mengikuti perkembangan
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zaman yang sudah tidak mungkin lagi menggunakan
undang undang yang lama . hal ini dipengaruhi oleh
faktor intemal maupun ekstemal. Faktor Internal utama
dan banyak Béfpengaruh adalah adanya gerakan reformasi
di negara Indonesia dimulai pada tahun 1998
yangmenginginkan perubahan mendasar di bidang
hukum. Perubahan di bidang hukum termasuk dingian
oleh insan pers daan pemerintah pada tahun 1999 dengan
keluarnya UU Nomor 40 tentang Pers.

Faktor eksternal yang utama adalah adanya arus
globalisasi yang melanda seluruh dunia, tidak terkecuali
Indonesia. Dimana arus inforinasi berjalan sangat cepat,
mudah di dapatkan dengan menggunakan berbagai media
yang berasal dari penemuan di bidang teknologi informasi.

Perubahan perubahan yang ada di dalam UU pers ini
menurut Hinca IP Panjaitan * setidaknya ada enam dasar
pertimbangan, yaitu (1) pers salah satu sarana
mengeluarkan pikiran dan pendapat, (2) Pers penting
memajukan kesejahteraan umum, (3) pers harus bebas, (4)
Pers berperan menjaga perdamaian (5) Aturan pers yang
lama sudah tidak sesuai, (6) Pers lahir sebagai amanat
konstitusi.

Dengan alasan-alasan diatas beberapa konsep di
dalam UU no 40 tahun 1999 belum pernah disinggung di
dalam undang-undang sebelumnya. Sedangkan untuk
lebih jelas mengenai perbandingan UU pers dapat dilihat
dalam table 1

54 Hinca IP Panjaitan, Undang Undang Pers Lex Secilais, Menyelesatkan
Masalah Akibat pemberitaan Pers, 2004, Jakarta, Badan Bantuan

Hukum dan advokasi Kemerdekaan Pers . hal. 2
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Tabel 1.1

Perbandingan substansi/materi antara tiga undang-undang
tentang pers di Indonesia

Materi

UU no 11 UUno21 | UUno 40 tahun
yang | tahun 1966 | tahun 1982 1999
| diperba
'ndingka
n

Pengerti |Lembaga |Lembaga Lembaga  sosial

an Pers |masyarakat |masyarakat |dan wahan
alat sebagai  alat|komunikasi yang
revolusi perjuangan  |melaksanankan
yang yang kegiatan
merupakan \mempunyai  |jurnalistik

.' 'salah  satu|karya sebagai|meliputi mencari,

| media satu medi mempunyai,

' komunikasi komunikasi |mengolah, dan
yang massa  yang|mempunyai
bersifat bersifat umum informasi  baik
teratur berupa tulisan, suara,
Iterbitnya | penerbitan gambar, dan
| yang teratur grafik, media

waktu cetak, media
terbitnya elektronik

: khususnya

| bentu-bentuk

'buletin, surat

i . kabar harian,

| ll majalah dan:
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penerbitan
berkala, yang
dilengkapi
dengan alat-
alat milik
sendiri berupa
percetakan,
alat-alat foto,
klise, mesin-
mesin  stensil
atau alat-alat
teknik lainnya.
Wartawa |Karyawan = |Karyawan Orang yang
n yang \'yang secara teratur |
melakukan |melakuka melaksanakan
pekerjaan | pekerjaan kegiatan pers
keartawana | kewartawanan
n  seperti|seperti yang
yang dimaksud
dimaksud |dalam ayat 3
dalam ayat|pasal 1 secara
3 pasal 1|kontinyu
secara
kontinyu
Perusah |Perusahaan |Perusahaan [Badan  Hukum
aan pers |surat kabar|surat  kabar Indonesia . yang
harian, harian, mempunyai
penerbit penerbitan usaha per.s,
berkala, '!L'erkala, mencetak, media

|

45




|tersebut  di

kantor
berita
buletin dan
lain-lain
seperti
yang

kantor berita
buletin dan
lain-lain

seperti  yang
tersebut di
ayat -+ 6,7,8

dalam  pasal

elektronik,
kantor berita,
serta pers media
lain secara
khusus

menyelenggarak

an , menyiarkan

ayat  6,7,8|ini dan
dalam mengeluarkan
pasal ini informasi
Organis |Organisasi |Organisasi Organisasi
asi Pers |wartawan |wartawan wartawan  dan
dan adalah organisasi
organisasi |organisasi perusahaan pers
pers yang|perusahaan
disahkan | pers,
pemerintah | organisasi
grafika  pers,
dan organisasi|
media
periklanan
yang disetujui
oleh pihak
pemerintah
|Fungsi | Alat Alat Sebagai  media
Pers Revolusi  |Perjuangan informasi, media
dan dan hiburan , media
merupakan \merupakan |pendidikan,
mass media|mass  media |kontrol sosiaﬂ

yang aktif

yang aktif dan

dan lembaga
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dan dinamis, ekonomi

dinamis, kreatif,

kreatif, edukatif,

edukatif, informatif,

informatif, |dan mem

dan mem punyai fungsi

punyai kemasyarakat

fungsi an pendorong

kemasyara |dan pemupuk

katan daya kritis

pendorong |dan

dan konstruktif

pemupuk |progresif, _.

daya kritis| meliputi |

dan segala

konstruictii |perwujudan

progresif, |kehidupan

meliputi  |masyarakat

segala Indonesia

perwujuda

n

kehidupan

masyarakat

Indonesia
Kebebas |Sesuai Sesuai dengan Merupakan salah
an dengan hak |hak asasi |satu wujud
pers/ke |asasi manusia dan |kedaulatan
merdeka |manusia  |negara rakyat yang
an pers |dan negara menjami serta|berasaskan |
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menjamin | didasarrkan !prinsip-prinsip
serta pada | emokrasi,
didasarkan |tanggungajaw |keadilan dan
i pada ab  nasional | supremasi
| tanggjungja I pada | hukum
| wab ' pelaksananya |
’ nasional '.
pada -
pelaksanan |
Y |
| Pertangg | System Air | System  Air Vicarius Liability
:ungjawa Terjun atau| Terjun atau
'ban Pers |Waterfall | Waterfall
{Hak Tidak (Hak kontrol, Hak tolak/hak
pers mengatur [hak kritik, hak | ingkar, hak jawab
Hak tolak ' koreksi, hak|
| tolak, hak |
' l jawab |
Penyeles | Di Di pengadilan Di pengadilan
aian Pengadilan tetapi boleh juga
sengketa di luar
pengadilan
antara para pihak
melalui tim
ombudsman
:Pers ?Pers asing|sama dengan Ketentuan  pers
| Asing :tidak boleh| UU tahun | asing dan
j didirikan, |1966 | pendirian
48

tapi boleh perwakilan
beredar di perusahaan pers
Indonesia asing disesuaikan
dan boleh| dengan UU
mem[puny !
ai  kantor|
perwakilan
Ketentu |Apabila Apabila Tidak ada kecuali
an seseorang |menggunakan pada orang yang
Pidana |atau badan|pers  untuk|menghalangi
hukum keepentingan |tugas wartawan
menyuruh | peribadi, dapat dipidana
melakukan |kepentingan
perbuatan golongan,
yang diluar|dipenjara 4
hukum tahun, denda
yang 40 juta.
menyebabk | Pers tidak
ab punyaSIUUP
neniadakan | pidana 3
jiwa  dan tahun denda
mengurang |10 juta
i jiwa
dihukum 1
tahun
penjara
Permoda | Modal Modal Modal Nasional,
lan Nasional  |Nasional tetapi
penambahan
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| f modal asing
| . boleh melalui
| | |pasar modal

3.4 Latihan Soal

L. Jelaskan perbedaan pertanggungjawaban pers menurut
Undang Undang 21 tahun 1982, Undang undang 11
tahun 1966, Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 ?

2. Jelaskan definisi menurut Undang Undang 21 tahun

1982, Undang undang 11 tahun 1966, Undang Undang
Nomor 40 tahun 1999 ?
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